
 

 
 

 
 
 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 
 

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

NOMOR 7 TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

TUNJANGAN DAN OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA 
BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 100 huruf b Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan  

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu 
mengatur mengenai tunjangan dan operasional bagi 

Badan Permusyawaratan Tiyuh; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Tunjangan dan Operasional Pimpinan dan 
Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh Tahun Anggaran 

2021; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di 

Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4934); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6321); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat           
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan 

Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Barat Nomor 67); 

 



13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat           

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung 
Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang  Barat Nomor 62); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang  Barat Nomor 67); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Nomor 135); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat              
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah dan Peraturan di Tiyuh (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Nomor 90); 

17. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 64 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 65) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat 

Nomor 64 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Tiyuh 
(Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 
2020 Nomor 4); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN DAN 

OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN 

PERMUSYAWARATAN TIYUH TAHUN ANGGRAN 2021. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 



3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat. 

4. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari Tiyuh yang lebih mencerminkan 
masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

5. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam Sistim Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh. 

7. Kepalo Tiyuh adalah pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai 

wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga 
Tiyuhnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah. 

8. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh 

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

9. Pimpinan Badan Permusyawaratan Tiyuh terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 

1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. 

10. Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh berjumlah paling sedikit 2 (dua) 
orang dan paling banyak 6 (enam) orang. 

11. Keuangan Tiyuh adalah semua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Tiyuh. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, yang selanjutnya disebut 
APBTiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Tiyuh yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan 
Permusyawarah Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh. 

13. Pendapatan Asli Tiyuh yang selanjutnya disingkat PAT, adalah dana 

pendapatan yang bersumber dari hasil hasil usaha, hasil aset, swadaya 
dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Tiyuh. 

14. Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah 
tambahan penghasilan yang diberikan karena melaksanakan tugas pokok 
dan fungsinya dianggarkan dalam APBTiyuh. 

15. Operasional Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah 
Belanja Barang dan Jasa Yang digunakan untuk pengeluaran 
pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua 

belas) bulan.  
 

BAB II 

RUANG LINGKUP 
 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. tunjangan dan operasional pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan 

Tiyuh yang dianggarkan dalam APBTiyuh; 
b. tunjangan dan operasional pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan 

Tiyuh sebagaimana ayat (1) merupakan bagian dari  paling banyak 30% (tiga 

puluh perseratus) dari total belanja APBTiyuh. 
 

 
 



BAB III 

TUNJANGAN DAN OPERASIONAL 
 

Pasal 3 

(1) Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh diberi tunjangan 
dan tunjangan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Ketenagakerjaan serta operasional sesuai dengan kemampuan keuangan 

Tiyuh. 

(2) Tunjangan dan operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

ditetapkan setiap tahun dalam APBTiyuh. 

(3) Tunjangan dan operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diberikan setiap bulan secara terus menerus. 

 

BAB IV 

JENIS PENGHASILAN 

 
Bagian Kesatu 

Jenis Penghasilan 
 

Pasal 4 

Penghasilan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh terdiri dari 

tunjangan dan operasional. 
 

Bagian Kedua 

Rincian Tunjangan 
 

Pasal 5 
 

Rincian tunjangan dan operasional Pimpinan dan Anggota Badan 

Permusyawaratan Tiyuh setiap bulannya adalah sebagai berikut: 
a. tunjangan Pimpinan Badan Permusyawaratan Tiyuh 

1. tunjangan Ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh sebesar Rp. 785.000,- 

(Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah); 
2. tunjangan   Wakil   Ketua  Badan   Permusyawaratan    Tiyuh    sebesar  

Rp. 625.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah); 
3. tunjangan    Sekretaris    Badan    Permusyawaratan     Tiyuh    sebesar  

Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah); 

b. tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh sebesar Rp. 375.000,- 
(Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). 

c. tunjangan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan sebesar Rp. 13.000 (Tiga Belas Ribu Rupiah).  
 

Bagian Ketiga 
Operasional 

 

Pasal 6 

Selain diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pimpinan 
dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh dapat diberikan operasional 
setiap bulannya sesuai dengan kemampuan keuangan Tiyuh yang bersumber 

dari PAT. 
 

Pasal 7 
 

(1) Pemberian tunjangan dan operasional Pimpinan dan Anggota Badan 
Permusyawaratan Tiyuh dapat diberikan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 



(2) Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh penerima tunjangan 

dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

(3) Pemberian tunjangan dan operasional Pimpinan dan Anggota Badan 
Permusyawaratan Tiyuh terhitung sejak kelengkapan berkas/dokumen 
Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh yang benar, sah 

dan lengkap diterima Bupati. 
Pasal  8 

(1) Pimpinan dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh yang berhenti 
karena telah habis masa jabatan tidak diberikan tunjangan dan 
operasional. 

(2) Pimpinan dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh yang berhenti 
atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, tidak diberikan 
tunjangan dan operasional sejak diterbitkan Keputusan Badan 

Permusyawaratan Tiyuh tentang Pemberhentian Pimpinan/Anggota Badan 
Permusyawaratan Tiyuh dimaksud. 

(3) Pimpinan dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh yang diangkat 
sebagai Pengganti Antar Waktu diberikan tunjangan dan operasional sejak 
diresmikan menjadi Pimpinan/Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 9  

Peraturan Bupati ini mulai  berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat.  
Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 14 Januari  2021                                

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 
 

  dto.     
 

UMAR AHMAD 

 
Diundangkan di Panaragan 
pada tanggal 15 Januari 2021                                  

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, 
 

 dto. 
 

NOVRIWAN JAYA  

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021 
NOMOR 7 

Salinan sesuai dengan aslinya 
     Kepala Bagian Hukum,  

 

 
 

     Budi Sugiyanto, SH 
     Penata Tingkat I 
     NIP. 19780522 201001 1 009 


